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PERMOHONAN HAK TANGGUNGAN (Studi Terhadap Putusan Pengadilan 

Agama Purwokerto No. 2074/Pdt.G/2017/PA.Pwt menurut Hukum Islam dan 

Hukum Positif) 

 

Khikmah Azizatus Zidko 

NIM. 1522301019 

 

Abstrak 

 

Skripsi yang berjudul “PERMOHONAN HAK TANGGUNGAN (Studi 

Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 2074/Pdt.G/2017/PA.Pwt 

menurut Hukum Islam dan Hukum Positif) bertujuan untuk mengetahui apa saja 

yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwokerto untuk 

memutuskan perkara permohonan hak tanggungan tersebut. Diantara pertimbangan 

putusan yang dianalisa di dalam pembahasan skripsi ini berkaitan dengan hukum 

positif dan juga hukum agama (Islam). 

Hukum positif disini berkenaan dengan undang-undang hak tanggungan. 

Sedangkan hukum Islam yang dipakai pertimbangan dalam putusan ini adalah 

tentang dhamman. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu 

penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data 

penelitiannya serta membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi 

perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Dalam menganalisis 

menggunakan metode deduktif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer 

berupa Putusan Pengadilan Agama Purwokerto. Sedangkan data sekunder yang 

diambil dari buku-buku, jurnal, dan internet yang ada kaitannya dengan 

permasalahan hak tanggungan. Selain itu, penulis juga menggunakan buku-buku dan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan tersebut, baik hukum 

positif maupun hukum Islam. 

Setelah selesainya penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan kesimpulan 

bahwasannya Pertimbangan Majelis melakukan putusan hak tanggungan kepada 

termohon untuk melunasi hutangnya kepada BPRS Arya Kencana sebagai kreditor 

telah dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Purwokerto sudah sesuai dengan 

hukum Islam maupun hukum positif. Karena hukum Islam memperbolehkan kreditor 

mengambil paksa jaminan 

 

Kata kunci :Hak Tanggungan, Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 

2074/Pdt.G/2017/PA.Pwt, Hukum Islam, Hukum Positif 
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MOTTO 

 

...            

”...dan penuhilah janji, sesungguhya janji itu pasti diminta pertanggungan 

jawabnya” 

 

Al-Isra‟ [17]:34 
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 PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/ 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. 

 

Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba‟ b be ب

 ta‟ t te ت

 \s\a s ث
es (dengan titik di 

atas) 

 jim j je ج

 {h}a h ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 kha‟ kh ka dan ha خ

 dal d de د

 źal z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra´ r er ر

 zai z zet ز

 Sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 {s}ad s ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 {d}ad d ض
de (dengan titik di 

bawah) 

t}a' t ط } te (dengan titik di 
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bawah) 

 {z}a‟ z ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain „ koma terbalik ke atas„ ع

 gain g ge غ

 fa´ f ef ؼ

 qaf q qi ؽ

 kaf k ka ؾ

 lam l „el ؿ

 mim m „em ـ

 nun n „en ف

 waw w we ك

 ha‟ h ha ق

 hamzah ' apostrof ء

 ya' y Ye م

 

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 ditulis muta’addidah متعددة

 ditulis muqaddam مقدـ

 

Ta’marbu>ţhah diakhir kata bila dimatikan tulis h 

نيفح  ditulis h{ani>f 

كاةز   ditulis zaka<h 



 

x 

 

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam 

bahasa Indonesia, seperti zakat, amil zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

a. Bila diikuti dengan kata sandang ”al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 ’<ditulis Kara>mah al-auliya كرامة الأكلياء

b. Bila ta’marbu >t }ah hidup atau dengan harakat, fatĥah atau kasrah atau d'ammah 
ditulis dengan t 

 ditulis Zaka>t al-fit}r زكاة الفطر

 

Vokal Pendek 

 

–  َ–  
fatĥah ditulis a 

–  َ– kasrah ditulis i 

–  َ–  
d'ammah ditulis u 

 

Vokal Panjang 

1. Fath}ah + alif ditulis a> 
   ditulis at-t}aha<rah الطهارة 

2. Fath}ah + ya‟ mati ditulis a> 
 <ditulis ‘ala  عَلَى   

3. Kasrah + ya‟ mati Ditulis i> 
   Ditulis fi<sabi<lillah في سبيل الله 

4. D }ammah + wa >wu mati Ditulis u> 
 {Ditulis furu>d فركض 

 

Vokal Rangkap 

1. Fath}ah + ya‟ mati Ditulis ai 

 
 Ditulis al-khair الخير 

2. Fath}ah + wawu mati Ditulis au 

 Ditulis qaul قوؿ 

 



 

xi 

 

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 Ditulis a´antum أأنتم

 Ditulis u´iddat أعدت

 Ditulis la´in syakartum لئن شكػرتم

 

Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah 

 Ditulis al-Qur’a>n القرآف

 Ditulis al-Qiya>s القياس

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkannya l (el)nya 

 ’<Ditulis as-Sama السماء

 Ditulis asy-Syams الشمس

 

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya 

 {Ditulis zawi> al-furu>d ذكل الفركض

 Ditulis ahl as-Sunnah أهل السنة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemiskinan merupakan masalah kronis yang melanda bangsa Indonesia. 

Banyak program pengentasan kemiskinan telah dilakukan, tetapi masih dirasakan 

belum banyak keberhasilannya, hasil yang dicapai tidak efisien dan tidak tepat 

sasaran. Di sisi lain, banyak yang belum mengerti bagaimana mengawali upaya 

penanggulangan kemiskinan tersebut. Berbagai forum dari tingkat lokal hingga 

internasional, menggelar diskusi tentang kemiskinan yang intinya hanya satu, 

yaitu bagaimana membebaskan manusia dari belenggu kemiskinan. Salah satu 

upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan memutus mata rantai 

kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok melalui pengembangan 

microfinance, yakni suatu model penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat 

yang memiliki usaha pada sektor paling kecil yang tidak dapat mengakses bank 

karena berbagai keterbatasannya.
1
 

Bagi masyarakat, perorangan atau badan usaha yang berusaha 

meningkatkan kebutuhan konsumtif atau produktif sangat membutuhkan 

pendanaan dari bank sebagai salah satu sumber dana yang diantaranya dalam 

bentuk perkreditan, agar mampu mencukupi untuk mendukung peningkatan 

usahanya. Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan dalam proses 

pembangunan, sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit serta pihak 

                                                 
1
 Euis Amalia, Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam (Penguatan Peran LKM dan 

UKM di Indonesia), Jakarta:Rajawali Pers, 2009, hlm. 2. 



 

2 

 

lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan 

yang kuat agar dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang 

berkepentingan sebagai upaya mengantisipasi timbulnya resiko bagi kreditur 

pada masa yang akan datang. Untuk usaha tersebut dapat menggunakan jasa 

perbankan.
2
 

Perbankan syariah sebagaimana halnya Perbankan Konvensional lainnya 

di Indonesia adalah lembaga intermediary yang berfungsi mengumpulkan dana 

dari dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas 

pembiayaan. Oleh karena itu lembaga perbankan mempunyai kedudukan yang 

sangat strategis untuk turut menggerakkan sektor riil dalam rangka meningkatkan 

laju perekonomian dan pembangunan Indonesia. Dalam kaitannya dengan 

penyaluran dana masyarakat atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank 

syariah menanggung risiko. Untuk mengurangi risiko tersebut, maka Undang-

Undang tentang Perbankan mewajibkan bank untuk melakukan penilaian yang 

seksama terhadap jaminan termasuk agunan (jaminan yang bersifat kebendaan) 

dan jaminan non-kebendaan (immateril) lainnya sebelum memberikan 

pembiayaan kepada calon debiturnya. Terhadap objek jaminan tersebut kemudian 

dilakukan pengikatan jaminan sesuai ketentuan yang berlaku.
3
 

Dalam praktek perbankan untuk lebih mengamankan dana yang 

disalurkan kreditor kepada debitor diperlukan tambahan pengamanan berupa 

jaminan khusus yang banyak digunakan adalah jaminan kebendaan berupa tanah. 

                                                 
2
 Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan 

Mahkamah Syar’iyah, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 7. 
3
 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Jakarta: 

Sinar Grafika, 2012, hlm.40-41. 
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Penggunaan tanah sebagai jaminan kredit, baik untuk kredit produktif maupun 

konsumtif, didasarkan pada pertimbangan tanah paling aman dan mempunyai 

nilai ekonomis yang relatif tinggi. Lembaga jaminan oleh lembaga perbankan 

dianggap paling efektif dan aman adalah tanah dengan jaminan Hak Tanggungan. 

Hal itu didasari adanya kemudahan dalam mengidentifikasi obyek Hak 

Tanggungan, jelas dan pasti eksekusinya, disamping itu hutang yang dijamin 

dengan Hak Tanggungan harus dibayar terlebih dahulu dari tagihan lainnya 

dengan uang hasil pelelangan tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan, 

memang hal yang tidak dapat diabaikan dalam perjanjian kredit adalah 

perlindungan hukum bagi kreditor manakala debitur wanprestasi, apalagi kalau 

debitur sampai mengalami kemacetan dalam pembayarannya. Pemanfaatan 

lembaga eksekusi Hak Tanggungan dengan demikian merupakan cara percepatan 

pelunasan piutang agar dana yang telah dikeluarkan itu dapat segera kembali 

kepada kreditur (Bank), dan dana tersebut dapat digunakan dalam perputaran 

roda perekonomian.
4
 

Biasanya, perjanjian pembiayaan berisi pula ketentuan-ketentuan yang 

memberikan jaminan kepada bank. Fungsi jaminan dalam transaksi pembiayaan 

di bank syari‟ah oleh ahli fikih dibedakan pada bentuk transaksinya. Bagi 

transaksi dalam bentuk pertukaran seperti jual beli dan sewa menyewa maka 

terdapat kesepakatan kebolehannya, sedangkan untuk transaksi percampuran 

(mudharabah dan musyarakah) oleh para ulama fungsinya lebih ditekankan pada 

                                                 
4
 Herowati Poesoko, Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan, 

Yogyakarta:Aswaja Pressindo, hlm. 1-3. 
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kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaksana/pengelola 

terhadap kegiatan usaha atau perjanjian yang dibuatnya. 

Pembicaraan tentang perkembangan hukum jaminan di Indonesia tidak 

lepas dari pembicaraan tentang perkembangan hukum jaminan pada masa 

pemerintah Hindia Belanda, Jepang, dan zaman kemerdekaan sampai saat ini. 

Pada zaman pemerintah Hindia Belanda, ketentuan hukum yang mengatur 

tentang hukum jaminan dapat kita kaji dalam Buku II KUH Perdata dan Stb. 

1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah menjadi Stb. 1937 Nomor 190 

tentang Credietverband. Dalam Buku II KUHPerdata, ketentuan-ketentuan 

hukum yang berkaitan dengan hukum jaminan adalah gadai (pand) dan hipotek. 

Pand diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1160 KUH 

Perdata, sedangkan hipotek diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 

KUH Perdata. Credietverband merupakan ketentuan hukum yang berkaitan 

dengan pembebanan jaminan bagi orang bumi putera (Indonesia asli). Hak atas 

tanah yang dapat dibebani credietverband adalah hak milik, hak guna bangunan 

(HGB) dan hak guna usaha (HGU). Bagi orang Eropa dan dipersamakan dengan 

itu, berlaku ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hipotek. Pada 

zaman Jepang, ketentuan hukum jaminan tidak berkembang, karena pada zaman 

ini ketentuan-ketentuan hukum yang diberlakukan dalam pembebanan jaminan 

didasarkan pada ketentuan hukum yang tercantum dalam KUH Perdata dan 

Credietverband, hal ini dapat kita ketahui dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1942, yang berbunyi: 
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“Semua badan-badan pemerintah, kekuasaannya, hukum dan undang-

undang dari pemerintah terdahulu, tetap diakui buat sementara waktu asal 

saja tidak bertentangan dengan Pemerintahan Militer.” 

 

Dalam dunia bisnis keperluan pada tersedianya dana merupakan suatu 

keniscayaan yang mutlak, karena tanpa tersedianya dana, mustahil suatu kegiatan 

bisnis bisa berjalan. Guna menjalankan kegiatan bisnis itu, sebagian besar dana 

yang diperlukan diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam yang biasa dikenal 

dengan kredit, baik melalui institusi keuangan dalam bentuk perbankan maupun 

non perbankan.
5
 

Berdasarkan kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS serta Pasal 1 

butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

bahwa setiap nasabah bank syariah yang mendapat pembiayaan dari bank 

syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib hukumnya untuk 

mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau 

bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk qardh telah jangka 

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat 

dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang 

harus ditanggung oleh bank, antara lain: 

1. Utang atau kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar; 

2. Margin/Bagi hasil/fee tidak dibayar; 

3. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan; 

4. Turunnya kesehatan pembiayaan (finance soundness). 
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 Abdul Manaf, Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama, 

Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 143. 
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Oleh karena itu, upaya untuk mengantisipasi risiko pembiayaan 

bermasalah/macet secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu melalui upaya-

upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif.
6
 

Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank 

sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang 

akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, 

pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan 

pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. 

Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif adalah upaya-upaya 

penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap 

pembiayaan bermasalah (non performing financings/ NPFs). 

Selain upaya antisipasi risiko pembiayaan bermasalah diatas, terdapat 

Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi 

Pembiayaan yaitu upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah 

agar dapat menyelesaikan kewajibannya bagi Bank Syariah dan Unit Usaha 

Syariah, antara lain melalui: 

1. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran 

kewajiban nasabah atau jangka waktunya; 

2. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh 

persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah 

angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak 

menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank; 
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 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Jakarta: 

Sinar Grafika, 2012, hlm. 82. 
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3. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan 

tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi: 

a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank; 

b) Konversi akad pembiayaan; 

c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu 

menengah; 

d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada 

perusahaan nasabah.
7
 

Dalam hukum perdata (KUHPdt) dalam kaitan dengan hak milik 

(eigendom) diatur dalam Pasal 570 sampai dengan 583. Hak milik diartikan 

sebagai hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan 

untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal 

tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan 

oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu 

hak-hak orang lain (Pasal 570). Selanjutnya dalam Pasal ini dilanjutkan, 

“Kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu 

demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan 

pembayaran ganti rugi.”
8
 

Berkaitan dengan hal itu pula masuknya sengketa bidang perbankan 

syari‟ah kedalam kewenangan absolut lingkungan peradilan agama sebagaimana 

diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama dan baru diberlakukan sejak tanggal 20 Maret 

                                                 
7
 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, hlm. 83-84. 

8
 Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional 

dengan Syariah), Malang: UIN Malang Press, 2009, hlm. 64-66. 
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2006 yang lalu, yang kemudian disusul dengan terbitnya UU No. 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syari‟ah baru diberlakukan pada tanggal 16 Juli 2008 yang 

menyatakan bahwa, “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam 

lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada 

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara 

khusus dalam Undang-undang ini”. 

Setelah menunggu selama 34 tahun sejak UUPA No. 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria menjanjikan akan adanya undang-

undang tentang Hak Tanggungan, pada tanggal 9 April 1996, lahirlah UU No. 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang 

Berkaitan dengan Tanah. 

Kehadiran Hak Tanggungan ini telah lama ditunggu-tunggu oleh 

masyarakat. Kehadiran lembaga hak tanggungan ini dimaksudkan sebagai 

pengganti dari Hyphotheek (selanjutnya disebut dengan hipotek) sebagaimana 

yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia 

sepanjang mengenai tanah, dan Credietverband yang diatur dalam Staatsblad 

1908-542 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1937-190, yang 

berdasarkan Pasal 51 UUPA No. 5 Tahun 1960, masih diberlakukan sementara 

sampai dengan terbentuknya Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut..
9
 

Didalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah adalah: 
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“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan 

tanah, yang selanjutnya disbut hak tanggungan, adalah hak jaminan yang 

dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu 

kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang 

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu 

terhadap kreditor-kreditor lain”. 

 

Dari rumusan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut 

dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu Hak Tanggungan adalah suatu 

bentuk jaminan pelunasan utang, dengan hak mendahulu, dengan objek 

(jaminan)nya berupa Hak-hak Atas Tanah yang diatur dalam Undang-Undang 

No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Undang-

Undang Pokok Agraria.
10

 

Sudikno Mertokusumo, mengemukakan 6 (enam) cara berakhirnya atau 

hapusnya hak tanggungan. Keenam cara tersebut disajikan berikut ini: 

1. Dilunasinya hutang atau dipenuhinya prestasi secara sukarela oleh debitur. 

2. Debitur tidak memenuhi tepat pada waktu, yang berakibat debitur akan 

ditegur oleh kreditur untuk memenuhi prestasinya. 

3. Debitur cedera janji. Dengan adanya cedera janji tersebut, maka kreditur 

dapat mengadakan parate executie dengan menjual lelang barang yang 

dijaminkan tanpa melibatkan pengadilan. 

4. Debitur cedera janji, maka kreditur dapat mengajukan sertifikat hak 

tanggungan ke pengadilan untuk dieksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR yang 

diikuti pelelangan umum. Disini tidak terjadi gugatan. 
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 Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan (Hak Tanggungan), 

Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 13-15. 
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5. Debitur cedera janji dan tetap tidak mau memenuhi prestasi maka debitur 

digugat oleh kreditur, yang kemudian diikuti oleh putusan pengadilan yang 

memenangkan kreditur (kalau terbukti). Putusan tersebut dapat dieksekusi 

secara sukarela seperti yang terjadi pada cara yang kedua dengan 

dipenuhinya prestasi oleh debitur tanpa pelelangan umum. 

Salah satu yang dapat dilakukan oleh bank pada saat nasabah cidera janji 

atau wanprestasi (default) bank adalah diselesaikan oleh Bank sendiri. 

Penyelesaian oleh bank sendiri biasanya dilakukan secara bertahap. Pada tahap 

pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet dilakukan oleh 

bank sendiri secara persuasif dengan kemungkinan: 

1. Nasabah melunasi/mangangsur kewajiban pembiayaan/pinjamannya; 

2. Nasabah/pihak ketiga pemilik agunan menjual sendiri barang agunan secara 

sukarela; 

3. Dilaksanakan perjumpaan utang (kompensasi); 

4. Dilaksanakan pengalihan utang (pembaruan utang/novasi subjektif); atau 

5. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi 

dan penerima Hak Tanggungan jika dengan cara demikian dapat diperoleh 

harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (Pasal 29 ayat (1) huruf c 

UU No. 42 Tahun 1999 tentang Hak Tanggungan). 

Namun, dalam praktiknya tidak semua bank berani untuk melakukan 

penjualan dibawah tangan atas agunan tersebut, seperti Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah Arya Kencana. BPRS Arya Kencana lebih memilih untuk 

menyelesaikan melalui fiat Pengadilan Agama Purwokerto. Hal ini dikarenakan 
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sebagai upaya strategis BPRS Arya Kencana agar Rohyati sebagai nasabah 

menyelesaikan kewajibannya untuk melunasi hutangnya. Selain itu, BPRS Arya 

Kencana lebih memilih menggunakan bantuan pengadilan agar hakim 

Pengadilan Agama menetapkan hukumnya dalam perkara pembiayaan 

bermasalah yang dilakukan Rohyati sebagai Tergugat kepada BPRS Arya 

Kencana sebagai Penggugat. 

Tujuan akhir dari proses pemeriksaan perkara ialah terselesaikannya 

perkara melalui keputusan hakim dengan tepat dan memenuhi syarat baik secara 

teoritis maupun praktis, sehingga memuaskan semua pihak (Penggugat dan 

Tergugat sama-sama menang). 

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara ekonomi 

syariah mengenai hak tanggungan agar kedua belah pihak tidak ada yang 

dirugikan yang kemudian dituangkan dalam bentuk Skripsi yang berjudul : 

“PERMOHONAN HAK TANGGUNGAN (Studi Terhadap Putusan 

Pengadilan Agama Purwokerto No. 2074/Pdt.G/2017/PA. Pwt menurut 

Hukum Islam dan Hukum Positif). 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat rumusan masalah yang menjadi pokok 

masalah pada penelitian ini, yaitu: Bagaimana pertimbangan hakim mengenai 

putusan permohonan hak tanggungan terhadap putusan Pengadilan Agama 

Purwokerto No. 2074/pdt.G/2017/PA. Pwt menurut hukum Islam dan hukum 

positif. 
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C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman penggunaan istilah dalam 

penelitian ini, maka  perlu dijelaskan bebrapa definisi istilah, yaitu : 

1. Permohonan Hak Tanggungan  

Permohonan Hak Tanggungan  adalah suatu permintaan dari seseorang 

kreditor (BPRS Arya Kencana) kepada Pengadilan Agama untuk melindungi 

uang yang dipinjamkan yang diakibatkan debitor tidak melunasi hutangnya 

atau wanprestasi dengan digantikannya barang yang dijaminkan, dalam hal 

ini tanah jika kreditor tidak bisa melunasi hutangnya dengan uang. 

2. Hukum Islam 

Hukum Islam adalah syariat yang  berarti hukum-hukum yang diadakan 

oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum 

yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang 

berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). 

3. Hukum Positif  

Hukum Positif  (Bahasa Latin: ius positum) adalah hukum yang dibuat 

oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Istilah ini 

juga mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau 

kelompok. Konsep hukum positif merupakan konsep yang berlawanan 

dengan konsep hukum alam. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim 
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Pengadilan Agama Purwokerto untuk memutuskan perkara permohonan hak 

tanggungan tersebut. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini adalah untuk melengkapi 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, 

dan menyempurnakan teori yang sudah ada. 

Secara akademis, manfaat penelitian ini adalah untuk menambah 

pengetahuan ilmiah yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dalam 

penulisan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Serta dapat 

memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman 

Studi Hukum Islam Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum pada 

umumnya dan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada 

khususnya. 

b. Manfaat Praktis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan 

bahan perbandingan bagi penelitian yang akan datang. 

2) Memperoleh pengalaman dan menambah pengetahuan secara 

langsung tentang hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim untuk 

mengabulkan permohonan hak tanggungan menurut hukum Islam dan 

hukum positif. 

 

E. Kajian Pustaka 

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat 

penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan 
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terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya plagiasi, 

serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. 

Yang terkait dengan skripsi ini adalah: 

Skripsi karya Novi Tantia yang berjudul “Penyelesaian Kredit Macet 

dengan Jaminan Hak Tanggungan di BPR BKK Margadana Kota Tegal”, 

Mahasiswa Universitas Negeri Semarang pada tahun 2010, menjelaskan bahwa 

bagaimana penyelesaian kredit macet dengan Hak Tanggungan.
11

 

Kemudian dalam skripsi yang berjudul “Eksekusi Hak Tanggungan 

sebagai Penyelesaian Kredit Macet Study pada PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero) TBK Cabang Bandar Lampung” yang ditulis oleh Rendi Andika, 

Mahasiswa Universitas Lampung pada tahun 2017. Skripsi tersebut membahas 

mengenai hambatan-hambatan dalam penyelesaian kredit macet dan tatacara 

eksekusi hak tanggungan melalui Bank Tabungan Negara. Perbedaannya dengan 

skripsi ini adalah bahwa skripsi penulis membahas bagaimana hakim 

mempertimbangkan putusan mengenai hak tanggungan. Sedangkan kripsi karya 

Rendi Andika membahas tentang hambatan-hambatan debitur melakukan kredit 

macet.
12

 

Dalam skripsi yang membahas mengenai eksekusi dan lelang dilakukan 

oleh Vera Ayu Riandini yang berjudul “Lelang Eksekusi Hak Tanggungan 

dengan Kreditur Bank Pemerintah di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) Semarang”, Mahasiswa Universitas Negeri Semarang pada 
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 Novi Tantia, “Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Hak Tanggungan di BPR BKK 

Margadana Kota Tegal”, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2010. 
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 Rendi Andika, “Eksekusi Hak Tanggungan sebagai Penyelesaian Kredit Macet Study pada 

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Cabang Bandar Lampung”, Lampung: Universitas 

Lampung, 2017. 
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tahun 2015. Skripsi tersebut hanya menjelaskan pelaksanaan lelang eksekusi hak 

tanggungan di (KPKNL) Semarang tanpa melalui Pengadilan Agama. 

Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah penulis menyelesaikan sengketanya 

melalui jalur Litigasi yaitu di Pengadilan Agama Purwokerto.
13

 

Selain skripsi diatas, yang membahas tentang hak tanggungan juga diteliti 

oleh Septian Eko Laksono, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta 

yang berjudul “Pelaksanaan Roya Partial Terhadap Hak Tanggungan Atas 

Tanah Dalam Perjanjian Krdit di Bank (Studi Kasus di BPN Sukoharjo)” pada 

tahun menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan Roya (Pencoretan) hak 

tanggungan di BPN Sukoharjo dan kendala-kendala penyelesaiannya. Perbedaan 

dengan penelitian penulis adalah penulis tidak membahas Roya dalam hak 

tanggungan dan penyelesaian hak tanggungan tersebut, tetapi hanya menyita 

barang yang di jaminkan oleh debitur melalui Pengadilan Agama. 

Penelitian oleh Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. (Institut Agama Islam Negeri 

Purwokerto) yang berjudul “Eksekusi Hak Tanggungan pada Perbankan Syariah 

di Pengadilan Agama Purbalingga” menjelaskan tentang peran yang dilakukan 

Pengadilan Agama Purbalingga dalam menjalankan proses eksekusi hak 

tanggungan pada Perbankan Syariah dan kendala yang dihadapi dalam 

menjalankan eksekusi hak tanggungan pada Perbankan Syariah.  

Selain dari penelitian, yang membahas tentang sita jaminan terdapat 

dalam buku, salah satu buku yang membahas tentang sita jaminan adalah buku 

karya Muhammad Yasin, dengan judul “Tanya Jawab Hukum Perusahaan”. 
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Buku ini membahas tentang sita jaminan dalam kepailitan. Menjelaskan bahwa 

permintaan sita jaminan pemohon pailit terhadap termohon pailit tidak pernah 

dikabulkan oleh pengadilan niaga karena tanpa meminta sita jaminanpun jika 

debitur dinyatakan pailit, otomatis pernyataan tersebut merupakan sitaan umum 

yang digunakan untuk melunasi utangnya kepada kreditur-krediturnya dan tidak 

perlu lagi meminta sita jaminan ke pengadilan negeri.
14

 

Dalam penulisan skripsi ini, masih menyinggung masalah tanah karena 

jaminan yang dijaminkan debitor adalah tanah, salah satu buku yang membahas 

tentang tanah adalah buku yang ditulis oleh Adrian Sutedi, dengan judul 

“Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya”. Buku ini membahas tentang 

pemindahan hak atas tanah (jual beli) tersebut harus didaftarkan pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kotamadya. Fungsi pendaftaran tanah disini adalah untuk 

memperkuat dan memperluas pembuktian. Memperluas pembuktian 

dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas karena dengan dilakukannya 

pendaftaran jual belinya maka diketahui pihak ketiga yang berkepentingan dapat 

mengetahuinya. Memperkuat pembuktian maksudnya mengenai terjadinya jual 

beli dengan mencatat pada buku tanah.
15

 

Tidak hanya penelitian dan buku yang membahas tentang sengketa 

ekonomi syariah, tetapi jurnal yang ditulis oleh Haryanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd, 

yaitu Jurnal El-Jizya Jurnal Ekonomi Islam dengan judul “Pelaksanaan Putusan 

Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan 

Syari’ah”, (2014). jurnal tersebut membahas bagaimana kekuatan mengikat 
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putusan Basyarnas dalam penyelesaian sengketa perbankan yaitu bahwa putusan 

Basyarnas bersifat legal, final dan binding maka putusan tersebut langsung 

mempunyai kekuatan mengikat dan padanya tidak dapat dilakukan upaya hukum 

apapun, kecuali telah terjadi kekhilafan atau penipuan didalamnya mengenai 

suatu fakta atau dengan kata lain ditemukan bukti baru (novum) yang sangat 

menentukan bagi putusan yang diambil, yang pada saat putusan diambil pertama 

kali fakta itu memang belum terungkap. 

Dari penelitian, buku maupun jurnal yang sudah ada, sejauh pengamatan 

penulis belum ada yang membahas tentang pertimbangan hakim mengenai 

permohonan hak tanggungan di Pengadilan Agama Purwokerto. Oleh karena itu, 

penulis akan mengkaji tentang hal tersebut, khususnya berupa putusan 

Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2074/Pdt.G/2017/PA. Pwt. 

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah 

penelitiaan kepustakaan (library research). Yakni suatu penelitian yang 

bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-

material yang terdapat di ruang perpustakaan.
16

 Dalam penelitian ini penulis 

mengumpulkan data-data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang 

akan diteliti dengan merujuk pada buku-buku serta jurnal ilmiah. 
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2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data 

oleh penyelidik untuk tujuan khusus.
17

 Sumber data primer yang berkaitan 

dengan penelitian ini adalah Salinan Putusan Pengadilan Agama 

Purwokerto Nomor 2074/Pdt.G/2017/PA. Pwt. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti lewat 

pihak lain, dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya terwujud 

data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.
18

 Adapun sumber 

data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari 

dokumen, skripsi, tesis, buku-buku, internet, jurnal, ataupun data yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data yang menjadi bahan dalam penyusunan 

skripsi ini adalah menggunakan dua cara, yaitu: 

a. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan bahan-bahan dokumen dan catatan-catatan, buku, surat 
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kabar, majalah, dan sebagainya.
19

 Dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang telah lalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya 

monumental dari seseorang. Kemudian hasil telaah itu dicatat dalam 

komputer sebagai alat bantu pengumpulan data. Dokumentasi ini dibagi 

dua, dokumentasi publik seperti makalah, atau koran dan dokumentasi 

privat seperti diary, buku harian atau surat dengan alasan memungkinkan 

peneliti memperoleh bahasa dan kata-kata tekstual dari partisipan dan 

mendapat data yang berupa dokumentasi dari pihak yang terkait. Metode 

ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh di Pengadilan 

Agama Purwokerto. 

b. Studi Literatur dan pustaka 

Setelah msalah dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah 

mencari teori-teori, konsep-konsep, yang dapat dijadikan landasan teoritis 

bagi peneliti yang akan dilakukan. Landasan ini perlu ditegakkan agar 

penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan 

coba-coba (trial and error). Untuk itu maka penulis membutuhkan data 

kepustakaan dan studi literatur yang berisi teori penunjang penelitian 

buku-buku, surat kabar, majalah-majalah, jurnal, situs internet, ataupun 

makalah ilmiah mengenai Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 

2074/Pdt.G/2017/PA.Pwt. Selain itu juga sumber kepustakaan diperlukan 

untuk mengetahui apakah topik penelitian yang telah diselidiki orang lain 

sebelumnya, sehingga pekerjaan kita tidak merupakan duplikasi, dan juga 
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untuk mengetahui hasil penelitian orang lain dalam bidang penyedlidikan 

kita, sehingga kita dapat memanfaatkannya bagi penelitian kita. 

4. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 

objek penelitiannya tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak narasi, 

dokumen tertulis dan tidak tertulis (gambar dan foto) atau bentuk-bentuk non 

angka lainnya.
20

 Penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan 

pada usaha menjawab permasalahan penelitian. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian yang bersifat analisis deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan 

fakta secara sistematik sehingga mudah dipahami dan disimpulkan.
21

 Dalam 

hal ini penulis menganalisis tentang pertimbangan hakim mengenai 

permohonan hak tanggungan di Pengadilan Agama Purwokerto Putusan 

Nomor 2074/Pdt.G/2017/PA. Pwt menurut hukum Islam dan hukum positif. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari skripsi yang 

memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas. 

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami proposal skripsi ini, maka 

penulis akan membaginya kedalam beberapa bagian, yaitu bagian awal, bagian 

tengah dan bagian akhir. 

                                                 
20

 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 69. 
21

 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, hlm. 70. 



 

21 

 

Pada awal skripsi ini terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, 

pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, halaman motto, persembahan, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. 

Bagian utama skripsi dituangkan dengan sistematika tertentu yang terdiri 

atas beberapa bab sesuai kebutuhan. Karena penelitian dalam penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif, maka isinya meliputi: 

BAB I yaitu Bab Pendahuluan, merupakan uraian tentang hal-hal yang 

mendasari diperlukannya penelitian. Yang terdiri dari: latar belakang masalah, 

rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 

pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II merupakan bab yang berisi semua teori jaminan yang berkaitan 

dengan konsep umum tentang permohonan hak tanggungan dalam teori d<{aman 

yang meliputi, penggolongan jaminan, hak tanggungan dan konsep d<{aman. 

BAB III membahas isi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 

2074/Pdt.G/2017/PA.Pwt tentang Permohonan Hak Tanggungan. 

BAB IV membahas Analisa hasil Putusan dan pertimbangan hakim 

Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2074/Pdt.G/2017/PA.Pwt tentang 

Permohonan Hak Tanggungan menurut hukum Islam dan hukum positif. 

BAB V merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan, saran-

saran, dan kata penutup. Kemudian, bagian yang paling akhir meliputi daftar 

pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penelitian.



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil 

kesimpulan: 

1. Putusan hakim Pengadilan Agama Purwokerto terhadap putusan permohonan 

hak tanggungan menurut hukum Islam dalam sengketa kredit macet 

berlandaskan pada hukum Islam. Islam telah menjelaskan bahwa hutang harus 

dibayar, jika tidak bisa membayar dengan uang maka dapat dibayar dengan 

jaminan barang berharga yang dimiliki. 

2. Begitu juga menurut hukum positif, Pengadilan Agama Purwokerto telah 

memutuskan perkara permohonan hak tanggungan menurut undang-undang 

yang berlaku di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan Pasal-pasal yang 

berkaitan dengan hak tanggungan, yurisprudensi, Perundang-undangan,, 

peraturan-peraturan pelaksanaannya dan ilmu pengetahuan hakim.  

3. Pertimbangan Majelis melakukan putusan hak tanggungan kepada termohon 

untuk melunasi hutangnya kepada BPRS Arya Kencana sebagai kreditor telah 

dilakukan oleh hakim Pengadila Agama Purwokerto sudah sesuai dengan 

hukum Islam maupun hukum positif. Karena hukum Islam memperbolehkan 

kreditor mengambil paksa jaminan yang telah disepakati perjanjian begitu juga 

dengan hukum positif. 
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B. Saran  

1. Sebenarnya, Islam memiliki solusi yang sudah terbukti bisa mengatasi 

kemiskinan, yaitu dikelolanya dan didistribusikan zakat dengan tepat. Untuk 

itu, pemerintah selaku pengelola negara perlu untuk memaksimalkan lembaga 

zakat. 

2. Selanjutnya untuk calon debitur (dalam hal ini lebih dikhususkan untuk pelaku 

usaha yang ingin meminjam modal. Cara mengembangkan usaha dengan 

berhutang ini sebenarnya sebisa mungkin harus dihindari. Hal ini sebagaimana 

yang telah dicontohkan oleh saudagar Islam kaya raya pada zaman Nabi 

Muhammad saw, yaitu sahabat Abdur Rahman bin Auf. Salah satu kunci 

sukses Abdur Rahman bin Auf dalam usahanya adalah menghindari segala 

transaksi yang sifatnya piutang. Dalam praktik kekinian, pelaku usaha yang 

ingin menambah modal lebih baik menjual aset yang dipenuhi daripada 

berhutang. Solusi lain (khususnya bagi usaha rintisan) adalah dengan cara 

mengembangkan usaha dengan cara bertahap sedikit demi sedikit. 
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